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LAPORAN SINGKAT  

KOMISI V DPR RI 
(BIDANG PERHUBUNGAN; PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT;  

DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL,  DAN TRANSMIGRASI;  
BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA;  

BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN/SAR, DAN BPWS) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Tahun Sidang : 2018 – 2019 

Masa Sidang : I 

Rapat : Ke –  

Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat Umum 

Hari/Tanggal : Selasa, 11 Desember 2018 

Sifat : Terbuka 

Pukul : 10.30 WIB s.d 12.00 WIB 

Tempat : Ruang Rapat Komisi V DPR RI  

Gedung Nusantara. 
Acara : Menerima masukan mengenai pelayanan wilayah informasi 

penerbangan (Flight Information Region) 

Ketua Rapat : Ir. H. Sigit Sosiantomo 

Sekretaris : Dra. Prima MB. Nuwa, Msi 

Hadir Anggota :       dari 52 orang Anggota Komisi V DPR RI 

   
 

 
KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT 

 
 

I. PENDAHULUAN 

1.  Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi V DPR RI dengan Indonesia Aviation and Aerospace 
Watch (IAAW) dibuka pada pukul 10.30 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.  

2.  Ketua Rapat menyampaikan bahwa agenda Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi V DPR 
RI dengan IAAF pada hari ini adalah menerima masukan mengenai pelayanan wilayah 
informasi penerbangan (Flight Information Region). 

3.  Ketua Rapat mempersilakan kepada IAAF untuk menyampaikan paparan dan penjelasannya.   
 
 
 

 
                                                                          II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT: ….  
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              II.  CATATAN RAPAT: 
 

1. Komisi V DPR RI menerima penjelasan dan menampung/ menyerap paparan dari 
Indonesia Aviation and Aerospace Watch tentang pengembalian kewenangan kontrol 
navigasi di ruang udara Indonesia. 
 

2. Komisi V DPR RI mendukung upaya untuk mempercepat pengembalian kewenangan 
pengontrolan navigasi di ruang udara di dalam kedaulatan NKRI dari Singapura di wilayah 
Kawasan Selat Malaka, Kepulauan Riau dan Natuna (FIR yang dikelola Singapura), 
sebagaimana telah diamanatkan UU No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, utamanya 
terkait ruang udara yang melayani navigasi penerbangan sipil yang berkaitan erat dengan 
potensi kehilangan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. 
 

3. Komisi V DPR RI akan menindaklanjuti hasil RDPU ke rapat-rapat dengan Kementerian 
Perhubungan dan akan berkoordinasi dengan Komisi terkait (Komisi I DPR RI) untuk 
mengagendakan rapat bersama terkait hal dimaksud. 

  
 

 
   III.   PENUTUP 

            Rapat ditutup pukul 12.00 WIB. 

 

 Jakarta, 11 Desember 2018 
 

 KETUA RAPAT, 

                                                                                                                           ttd 
 
    SIGIT SOSIANTOMO 


